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PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc198544917][bookmark: _Toc200494642][bookmark: _Toc200565560][bookmark: _Toc200570427][bookmark: _Toc210346178][bookmark: _Toc210346311][bookmark: _Toc210927400][bookmark: _Toc210927588][bookmark: _Toc210971158][bookmark: _Toc211338336][bookmark: _Toc211338430]Latar Belakang
Penggelapan pajak adalah tindakan penyalahgunaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja menyembunyikan penghasilan, memanipulasi data laporan, atau memanfaatkan celah regulasi agar beban pajaknya menjadi lebih rendah dibandingkan yang seharusnya (Rohmawati et al., 2025). Praktik seperti ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem. Dalam konteks pembangunan, rendahnya penerimaan pajak akibat praktik penggelapan pajak dapat menghambat pemerintah dalam memenuhi kewajibannya membiayai pembangunan nasional dan menyediakan pelayanan publik.
Di Indonesia, penggelapan pajak masih menjadi masalah serius karena berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang pajak sebagai beban sehingga banyak wajib pajak yang berupaya menghindari kewajiban perpajakannya (Hasanudin et al., 2020). Persepsi tersebut yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban, salah satunya melalui penggelapan pajak. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak terjadi pada wajib pajak berinisial RK di Jakarta. Berdasarkan siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak (2022), RK diduga melakukan tindak pidana dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut serta tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar RP26,9 miliar.
Permasalahan terkait penggelapan pajak juga ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Balikpapan. Sebagai salah satu kota dengan aktivitas ekonomi yang cukup berkembang, Balikpapan masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak. Permasalahan ini tercermin dari sejumlah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam beberapa tahun terakhir, serta diperkuat dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Balikpapan Timur. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, berikut disajikan: 
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	Tahun
	Kasus
	Kerugian Negara

	2022
	FH (karyawan lepas CV KP) tidak menyetorkan pajak senilai Rp 1,4 M selama April–Desember 2018
	Rp1,4 M

	2022
	HR (Direktur PT ACB) tidak menyetorkan pajak senilai Rp 342 juta selama 2016
	Rp342 juta

	2024
	I bin HKA (Direktur PT FK) tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan tidak menyetorkan PPN padahal telah dipungut
	Rp1,78 M




Sumber: Data Olahan, 2025
Tabel 1.1 menunjukkan beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi di kota Balikpapan dengan nilai kerugian negara yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan masih adanya celah dalam kepatuhan perpajakan yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. 
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	Tahun
	Jumlah WPOP
Terdaftar
	Jumlah WPOP Membayar

	2020
	44.658
	3.094

	2021
	47.371
	3.369

	2022
	49.904
	4.173

	2023
	55.775
	3.514

	2024
	61.669
	3.452


Sumber: KPP Pratama Balikpapan Timur, 2025
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur mengalami peningkatan. Akan tetapi, jumlah WPOP yang melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan tersebut. Kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang membayar pajak mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan, yang dalam konteks penelitian ini dapat dikaitkan dengan potensi terjadinya penggelapan pajak. Dengan demikian, meskipun basis pajak semakin luas, masih terdapat tantangan besar bagi otoritas perpajakan dalam menekan praktik ketidakpatuhan dan memastikan penerimaan pajak tercapai secara optimal.
Pajak memiliki peran vital dalam pembiayaan negara, sehingga upaya untuk meminimalisir dan memberantas praktik penggelapan pajak menjadi langkah yang penting untuk dilakukan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penggelapan pajak. Theory of planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991)menjelaskan bahwa perilaku inidividu dipengaruhi oleh niat. Niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini jika dikaitkan dengan penggelapan pajak menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut memengaruhi wajib pajak dalam bertindak patuh atau tidak patuh. Dalam penelitian ini, persepsi kontrol perilaku diwujudkan melalui self-assessment system, yang memengaruhi kemungkinan wajib pajak melakukan atau menghindari penggelapan pajak. Norma subjektif berkaitan dengan sanksi pajak, yang dapat menekan kecenderungan penggelapan pajak. Sedangkan sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, yang dapat mendorong kepatuhan atau penggelapan pajak.
Beberapa penelitian terdahulu menyatakan adanya pengaruh self-assessment system terhadap penggelapan pajak (Yulianto et al., 2021). Self-assessment system artinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya (Sundari, 2019). Keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Rendahnya pemahaman, kurangnya sosialisasi pemerintah, atau persepsi bahwa tidak ada manfaat dari pajak yang dibayarkan dalam penerapan self-assessment system berpotensi membuka peluang terjadinya praktik penggelapan pajak (Erawati et al., 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2017) menyatakan bahwa self-assessment system berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama (2022) bahwa self-assessment system berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan self-assessment system maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Fitri (2022) mengemukakan bahwa self-assessment system tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Erawati et al. (2022) bahwa self-assessment system tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Sanksi pajak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi penggelapan pajak (Purnayasa, 2022). Sanksi pajak merupakan hukuman atau konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sundari, 2019). Sanksi pajak diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi yang memberatkan, diharapkan wajib pajak akan mengalami efek jera sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak (Purnayasa, 2022). Penelitian Maghfiroh & Fajarwati (2016) menyatakan sanksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mirayani & Rengganis (2023) bahwa sanksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi efektivitas sanksi pajak, semakin rendah kecenderungan penggelapan pajak.  Namun, penelitian Agus et al. (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan Saragih & Rusdi (2022) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.
Faktor lain yang dapat memengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan pajak (Purnayasa, 2022). Keadilan  pajak  artinya  pajak  yang dikenakan  seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Sari & Mudzakir, 2024).  Persepsi mengenai keadilan sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan dan penggelapan pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa perlakuan pajak sudah adil, maka mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2022) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal yang sama ditujunkkan oleh penelitian Yulianto et al. (2021) bahwa keadilan berpengaruh pajak negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi atau semakin baik persepsi keadilan pajak oleh wajib pajak, maka semakin rendah kecenderungan atau praktik penggelapan pajak. Namun, penelitian Maghfiroh & Fajarwati (2016) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan Agus et al. (2019) yang juga mengemukakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research  gap) yang perlu dijelaskan lebih lanjut, sehingga peneliti ingin menguji kembali untuk memberikan temuan yang lebih konsisten dan komprehensif untuk memperjelas hubungan antar variabel dalam konteks wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Balikpapan Timur.
Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 dari Disdukcapil yang dikutip oleh Antara News, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 191.341 jiwa, diikuti oleh Balikpapan Selatan sebanyak 160.658 jiwa, dan Balikpapan Timur sebanyak 104.691 jiwa. Ketiga kecamatan tersebut termasuk dalam wilayah pelayanan KPP Pratama Balikpapan Timur. Dengan jumlah penduduk yang besar, potensi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah ini juga lebih tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, KPP Pratama Balikpapan Timur dipandang lebih representatif untuk dijadikan lokasi penelitian.
Melalui penelitian yang dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur ini, diharapkan diperoleh bukti empiris baru yang dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak seperti self-assessment system, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Serta dapat bermanfaat bagi otoritas pajak setempat dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan yang lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Self-Assessment System, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur”.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Apakah self-assessment system berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh penggelapan pajak?
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Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk menguji pengaruh self-assessment system terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
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1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak, serta memperkaya literatur mengenai perilaku wajib pajak dan kepatuhan pajak. Dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan atau topik yang sejenis di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk lebih memahami pentingnya melaporkan pajak secara jujur dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi penggelapan pajak.
b. Bagi KPP Pratama Balikpapan Timur
Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berguna bagi KPP Pratama Balikpapan Timur untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Sehingga, KPP dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, identifikasi potensi penggelapan pajak, dan penegakan hukum yang lebih tepat sasaran.

2



2



[bookmark: _Toc210971162][bookmark: _Toc211338340][bookmark: _Toc211338434]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
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Landasan teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang diusun secara sistematis unntuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2023), teori memiliki tiga fungsi utama, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala. 
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Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Di dalam Theory of planned behavior (TPB) terdapat komponen kontrol perilaku yang tidak dimiliki oleh Theory of Reasoned Action (TRA). Teori ini menegaskan bahwa selain sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, individu juga memperhitungkan persepsi kontrol perilaku yang dirasakan yaitu sejauh mana mereka memiliki kemampuan dan peluang untuk melakukan suatu tindakan. perilaku seseorang didasari oleh adanya keinginan atau niat. 
Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasari oleh adanya keinginan atau niat. Niat tersebut terbentuk dari tiga faktor utama, yaitu behavioral belief, normative belief, dan control beliefs.
a. Behavioral belief, merupakan keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu yang akan memengaruhi sikap (attitude toward the behavior). Keyakinan ini terbentuk melalui pertimbangan akan untung atau rugi atas perilaku tersebut. Dengan kata lain sikap yang timbul dari hasil keyakinan serta pertimbangan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi apabila individu melakukan perilaku tersebut.
b. Normative belief, merupakan keyakinan terhadap nilai-nilai yang berlaku atau terbentuk di lingkungan masyarakat yang kemudian akan memengaruhi pandangan individu dalam berperilaku. Keyakinan normatif tersebut akan membentuk norma subjektif (subjective norm). Dengan kata lain, norma subjektif adalah norma atau persepsi individu yang terbentuk sebagai hasil dari tekanan sosial yang akan mempengaruhi niat. 
c. Control belief merupakan keyakinan yang terbentuk dari pengalaman pribadi atau orang sekitar serta persepsi terhadap faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Keyakinan ini kemudian mempengaruhi terbentuknya persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dengan kata lain, pengalaman pribadi seseorang atau orang sekitar akan mendorong keyakinan individu bahwa ia mampu melaksanakan perilaku tersebut.
Theory of Planned Behavior digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan pengaruh persepsi wajib pajak terhadap keputusan mereka dalam melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan teori ini, perilaku individu dalam melanggar ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Dengan kata lain, perilaku yang dilakukan sangat bergantung pada niat yang dimiliki. Wajib pajak yang memiliki niat untuk patuh akan lebih cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, sementara kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi rendah. Dalam konteks penelitian ini, niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan diasumsikan sudah tercermin langsung dalam perilakunya. 
2.1.2 [bookmark: _Toc210346188][bookmark: _Toc210346321][bookmark: _Toc210927408][bookmark: _Toc210927596][bookmark: _Toc210971165][bookmark: _Toc211338343][bookmark: _Toc211338437]Penggelapan Pajak
Penggelapan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak terutang dengan melanggar undang undang atau peraturan yang berlaku (Sundari, 2019). Tindakan ini umumnya dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh atau melaporkannya dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenernya, tidak melakukan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta menyalahgunakan NPWP yang sudah dimiliki (Aji et al., 2021). Penggelapan pajak menyebabkan kerugian besar bagi negara karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan anggaran. 
Indikator penggelapan pajak menurut Dewi & Febriansyah (2023) adalah sebagai berikut: 
1. Tidak menyampaikan SPT sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar atau tidak akurat.
3. Menyalahgunakan NPWP.
4. Tidak menyetorkan pajak terutang sesuai ketentuan.
5. Upaya penyuapan kepada petugas pajak untuk mengurangi beban pajak.
	Indikator penggelapan pajak menurut Rahmawati & Umaimah (2025) adalah sebagai berikut:
1. Tidak melaporkan harta secara benar dan lengkap.
2. Pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya.
3. Tidak melaporkan SPT.
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Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak, yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya (Sundari, 2019). Menurut Mardiasmo (2023) dalam buku perpajakan Indonesia, sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Berikut ciri-cirinya:
1) Kewenangan dalam menetapkan besarnya pajak terutang berada pada pidak fiskus 
2) Wajib pajak bersifat pasif dalam sistem ini
3) Utang pajak timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self-assessment system
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.
Berikut ciri-cirinya:
1) Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2) Wajib pajak berperan aktif dengan melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terutang secara mandiri. 
3) Fiskus tidak terlibat langsung dalam proses tersebut, melainkan hanya berfungsi sebagai pengawas.
c. Witholding system
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-ciri sistem ini adalah bahwa kewenangan memotong atau memungut pajak berada pada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak).
Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis self-assessment system yaitu mewajibkan wajib pajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Dalam kerangka TPB, self-assessment system direpresentasikan melalui perceived behavioral control (persepsi kontrol perilaku), yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Persepsi kontrol ini menunjukkan sejauh mana wajib pajak merasa memiliki pengetahuan, kemampuan dan kontrol atas proses perpajakan, sehingga lebih cenderung mematuhi aturan dan menghindari penggelapan pajak.
Indikator yang digunakan untuk mengukur self-assessment system menurut  Valentina & Sandra (2019) adalah begaia berikut:
1. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Setiap wajib pajak wajib menghitung besarnya pajak terutang.
3. Setiap wajib pajak wajib menghitung besarnya wajib pajak terutang.
4. Setiap wajib pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang.
Indikator yang digunakan untuk mengurukur self-assessment system menurut Dewi & Febriansyah (2023)  adalah sebagai berikut:
1. Pendaftaran dilakukan secara mandiri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kewajiban pajak dihitung secara mandiri.
3. Pembayaran pajak dilaksanakan secara pribadi tanpa perantara.
4. Pelaporan pajak dilakukan secara mandiri.
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Sanksi pajak merupakan hukuman atau konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, seperti denda dan bunga, maupun sanksi pidana yang berupa kurungan penjara (Sundari, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua jenis sanksi pajak, yaitu:
1) Sanksi administrasi
a) Sanksi pajak dalam bentuk denda ditujukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terkait pelaporan. Besaran denda tersebut bervariasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
b) Sanksi berupa bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar kewaiiban dalam hal pembayaran pajak.
c) Sanksi kenaikan dikenakan apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak yang ditemukan saat pemeriksaan. Besarannya bervariasi sesuai dengan jenis pelanggaran dan keputusan otoritas perpajakan.
2) Sanksi pidana
Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini dikenakan apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak yang menyebabkan tindak pidana. Batas maksimum sanksi ini adalah berupa hukuman kurungan satu tahun.
Berdasarkan TPB, subjective norm menggambarkan persepsi individu mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan, keberadaan sanksi pajak yang diberlakukan pemerintah dapat berfungsi sebagai bentuk penegasan bahwa otoritas dan masyarakat menolak praktik penggelapan pajak. Apabila wajib pajak meyakini bahwa lingkungan sekitarnya dan pemerintah tidak menyetujui penggelapan serta adanya risiko sanksi yang nyata, maka persepsi tekanan sosial tersebut akan semakin kuat. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan kecenderungan untuk menghindari kewaajiban pajak melalu penggelapan pajak.
Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak menurut Mirayani & Rengganis (2023) adalah sebagai berikut:
1. Sanksi pidana akan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat.
2. Sanksi administratif diterapkan dengan besaran tertentu yang memberatkan.
3. Besarnya nominal sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak menurut Darmawati et al. (2024) adalah sebagai berikut:
1. Sanksi pidana bagi pelanggar pajak.
2. Tingkat sanksi administrasi.
3. Banyaknya sanksi sebagai sarana mendidik.
4. Pemberian sanksi tanpa terkecuali.
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Keadilan pajak adalah keadaan yang mencerminkan bahwa wajib pajak merasa diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya (Damayanti, 2017). Keadilan pajak merupakan suatu prinsip distribusi beban pajak yang proporsional di antara wajib pajak. Pembagian beban pajak terutang harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak berdasarkan besaran penghasilan yang diterima. Keadilan pajak juga dipandang tercapai apabila wajib pajak memperoleh manfaat yang sebanding dengan pajak yang semestinya (Ikhsan et al., 2021).
Berdasarkan TPB attitude toward the behavior mengacu pada penliaian individu terhadap konsekuensi suatu perilaku. Hal ini relevan dengan variabel keadilan pajak, karena persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan akan membentuk sikap mereka terhadap kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak memandang sistem perpajakan adil, baik secara proporsional terhadap penghasilan maupun memberikan manfaat dari pajak yang dibayarkan, maka akan terbentuk sikap positif terhadap kepatuhan. Sikap positif ini kemudian berpotensi menurunkan kecenderungan penggelapan pajak karena wajib pajak meyakini bahwa kepatuhan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.
Indikator keadilan pajak menurut Valentina & Sandra (2019) adalah sebagai berikut:
1. Fiskus harus konsisten dan adil dalam menerapkan ketentuan pajak.
2. Wajib pajak yang berpenghasilan sama membayar pajak yang sama, dan yang berbeda membayar sesuai kemampuan.
3. Pemanfaatan pajak secara adil untuk kesejahteraan masyarakat.
Indikator keadilan pajak menurut Purnayasa (2022) adalah sebagai berikut:
1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang.
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
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	No.
	Keterangan

	1.
	Peneliti dan Tahun :
 (Maghfiroh & Fajarwati, 2016)

Variabel Independen:
1. Keadilan
2. Sistem Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
Etika Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian: 
Persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Serta persepsi wajib pajak mengenai sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.


Disambung ke halaman berikutnya
[bookmark: _Toc211448931]Tabel 2. 2 Sambungan
	No.
	Keterangan

	2.
	Peneliti dan Tahun :
 (Felicia, 2017)

Variabel Independen:
1. Sistem Perpajakan
2. Sanksi Perpajakan
3. Tarif Pajak

Variabel Dependen:
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian: 
Sanksi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

	3.
	Peneliti dan Tahun :
 (Damayanti, 2017)

Variabel Independen:
1. Keadilan
2. Self-Assessment System
3. Diskriminasi
1. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Variabel Dependen:
Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan pajak

Hasil Penelitian: 
Keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Serta self Assessment System berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak

	4.
	Peneliti dan Tahun:
(Santana et al., 2020)

Variabel Independen:
1. Keadilan
2. Sanksi Perpajakan
3. Pemahaman Perpajakan

Variabel Dependen:
Persepsi Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan.

	5.
	Peneliti dan Tahun:
(Agus et al., 2019)
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	No.
	Keterangan

	
	Variabel Independen:
1. Keadilan perpajakan
2. Pemahaman perpajakan
3. Sanksi perpajakan
4. Tarif perpajakan
5. Sistem perpjakan
Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Keadilan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

	6.
	Peneliti dan Tahun:
(Valentina & Sandra, 2019)

Variabel Independen:
1. Keadilan
2. Self-assessment system
3. Pelayanan Aparat Pajak

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak
Self-assessment system tidak berpengaruh
terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak

	7.
	Peneliti dan Tahun:
(Sundari, 2019)

Variabel Independen:
1. Sanksi Perpajakan
2. Self-assessment system

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi waajib pajak mengenai penggelapan pajak. Self-assessment system tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

	8.
	Peneliti dan Tahun:
(Helweldery et al., 2020)

Variabel Independen:
1. Pemahaman Perpajakan
2. Pelayanan Aparat  Pajak
3. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak
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	Hasil Penelitian:
Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif atas penggelapan pajak

	9.
	Peneliti dan Tahun:
(Yulianto et al., 2021)

Variabel Independen:
1. Pemahaman self-assessment system
2. Pemahaman Keadilan
3. Pemahaman Tarif Pajak

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak Tax Evasion)

Hasil Penelitian:
Pemahaman self-assessment system tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

	10.
	Peneliti dan Tahun:
(Yulia & Muanifah, 2021)

Variabel Independel:
1. Keadilan Pajak
2. Tarif Pajak
3. Sistem Perpajakan
4. Sistem Perpajakan

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

	11.
	Peneliti dan Tahun:
(Dewi et al., 2021)

Variabel Independen:
1. Keadilan Pajak
2. Sistem Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Keadilan pajak dan Sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Selatan.

	12.
	Peneliti dan Tahun:
(Pratama, 2022)

Variabel Independen:
1. Self-Assessment System
2. Keadilan
3. Teknologi dan Informasi Perpajakan
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	Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Self-assessment system dan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.

	13.
	Peneliti dan Tahun:
(Purnayasa, 2022)
Variabel Independen:
1. Sanksi Pajak
2. Keadilan Pajak


Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Sanksi pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

	14.
	Peneliti dan Tahun:
(Saragih & Rusdi, 2022)

Variabel Independen:
1. Sistem perpajakan
2. Pengetahuan Pajak
3. Tarif pajak
4. Sanksi perpajakan

Variabel Dependen:
Perilaku Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Sanksi pajak tidak berpengaruh perilaku penggelapan pajak

	15.
	Peneliti dan Tahun:
(Fitri, 2022)

Variabel Independen:
1. Self-Assessment System
2. Keadilan
3. Tarif Pajak

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Self assessment system tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Keadilan Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

	16.
	Peneliti dan Tahun:
(Erawati et al., 2022)
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	Variabel Independen:
Self-assessment system

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Self-assessment system tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

	17.
	Peneliti dan Tahun:
(Putri Pramesty & Ratnawati, 2023)

Variabel Independen:
1. Tarif Pajak
2. Sanksi Pajak
3. Keadilan Pajak

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

	18.
	Peneliti dan Tahun:
(Rismauli et al., 2023)

Variabel Independen:
1. Sanksi Pajak
2. Keadilan pajak
3. Love of money

Variabel Dependen:
Penggelapan Pajak

Hasil Penelitian:
Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

	19.
	Peneliti dan Tahun:
(Pradana et al., 2025)

Variabel Independen:
1. Love of Money
2. Machiavellianism
3. Tax Sanctions

Variabel Dependen:
Tax Evasion

Hasil Penelitian:
Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.


Sumber: Data Olahan, 2025
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Rerangka Konseptual
Theory of Planned Behavior


Perceived Behavioral Control
Attitude Toward The Behavior
Subjective Norm

Sanksi Pajak
Self-Assessment System
Keadilan Pajak


Penggelapan Pajak
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2.3.1 [bookmark: _Toc210971172][bookmark: _Toc211338350][bookmark: _Toc211338444]Pengaruh Self-Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak
Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia artinya mewajibkan wajib pajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Berdasarkan theory of planned behavior, ditegaskan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dapat tercapai apabila individu memiliki niat yang kuat untuk melaksanakannya. Niat untuk berperilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) (Yulia & Muanifah, 2021). Self-assessment system direpresentasikan melalui perceived behavioral control (persepsi kontrol perilaku), yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Persepsi kontrol ini menunjukkan sejauh mana wajib pajak merasa memiliki pengetahuan, kemampuan dan kontrol atas proses perpajakan, sehingga lebih cenderung mematuhi aturan dan menghindari penggelapan pajak.
Penelitian Pratama (2022) menyatakan self-assessment system memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan self-assessment system maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H1 : Self-assessment system berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap penggelapan pajak
2.4.2 [bookmark: _Toc210971173][bookmark: _Toc211338351][bookmark: _Toc211338445]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan theory of planned behavior, ditegaskan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dapat tercapai apabila individu memiliki niat yang kuat untuk melaksanakannya. Niat untuk berperilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) (Yulia & Muanifah, 2021). Subjective norm menggambarkan persepsi individu mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sanksi pajak yang diberlakukan pemerintah dapat berfungsi sebagai bentuk penegasan bahwa otoritas dan masyarakat menolak praktik penggelapan pajak. Pemberian hukuman dan sanksi yang tepat diyakini dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak, sehingga hal ini dapat membentuk persepsi individu untuk menghindari tindakan kecurangan seperti penggelapan pajak. Apabila wajib pajak meyakini bahwa lingkungan sekitarnya dan pemerintah tidak menyetujui penggelapan serta adanya risiko sanksi yang nyata, maka persepsi tekanan sosial tersebut akan semakin kuat. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan kecenderungan untuk menghindari kewaajiban pajak melalu penggelapan pajak.
Penelitian Mirayani & Rengganis (2023) bahwa sanksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi efektivitas sanksi pajak, semakin rendah kecenderungan penggelapan pajak. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H2 : Sanksi pajak berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap penggelapan pajak
2.4.3 [bookmark: _Toc210971174][bookmark: _Toc211338352][bookmark: _Toc211338446]Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan theory of planned behavior, ditegaskan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dapat tercapai apabila individu memiliki niat yang kuat untuk melaksanakannya. Niat untuk berperilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) (Yulia & Muanifah, 2021). Attitude toward the behavior mengacu pada penliaian individu terhadap konsekuensi suatu perilaku. Hal ini relevan dengan variabel keadilan pajak, karena persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan akan membentuk sikap mereka terhadap kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak memandang sistem perpajakan adil, baik secara proporsional terhadap penghasilan maupun memberikan manfaat dari pajak yang dibayarkan, maka akan terbentuk sikap positif terhadap kepatuhan. Sikap positif ini kemudian berpotensi menurunkan kecenderungan penggelapan pajak karena wajib pajak meyakini bahwa kepatuhan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat..
Penelitian yang dilakukan oleh Santana et al. (2020) menunjukkan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi atau semakin baik persepsi keadilan pajak oleh wajib pajak, maka semakin rendah kecenderungan atau praktik penggelapan pajak. Atau dengan kata lain, pengaruh keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak dapat dijelaskan melalui pandangan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan yang diterima wajib pajak maka akan menimbulkan persepsi dalam diri wajib pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhannya sehingga mengurangi keinginan dalam melakukan penggelapan pajak.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H3 : Keadilan pajak berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap penggelapan pajak
2.5 [bookmark: _Toc210971175][bookmark: _Toc211338353][bookmark: _Toc211338447]Model Peneltian
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METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc198544938][bookmark: _Toc200494667][bookmark: _Toc200565585][bookmark: _Toc200570452][bookmark: _Toc210346201][bookmark: _Toc210346334][bookmark: _Toc210927421][bookmark: _Toc210927609][bookmark: _Toc210971177][bookmark: _Toc211338355][bookmark: _Toc211338449]Definisi Operasional
Definisi operasional adalah penjelasan yang merinci makna suatu variabel penelitian dalam bentuk yang dapat diukur atau diamati secara konkret. Tujuannya adalah untuk menjabarkan konsep abstrak menjadi indikator yang jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, menyusun instrumen penelitian, dan menganalisis secara sistematis dan valid (Sugiyono, 2023).
3.1.1 [bookmark: _Toc198544939][bookmark: _Toc200494668][bookmark: _Toc200565586][bookmark: _Toc200570453][bookmark: _Toc210346202][bookmark: _Toc210346335][bookmark: _Toc210927422][bookmark: _Toc210927610][bookmark: _Toc210971178][bookmark: _Toc211338356][bookmark: _Toc211338450]Variabel Dependen (Y) 
Penggelapan Pajak adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang dengan melakukan penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan (Ulfa, 2015). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak dalam melakukan kecurangan berupa menghilangkan atau mengurangi beban pajak terutangnya secara tidak legal atau melanggar undang-undang. Dalam mengukur penggelapan pajak, terdapat tiga (3) indikator yang diadopsi dari Dewi & Febriansyah (2023) dan Rahmawati & Umaimah (2025) dan disesuaikan dengan penelitian yaitu:
1. Tidak melaporkan harta secara benar dan lengkap.
2. Upaya penyuapan kepada petugas pajak untuk mengurangi beban pajak.
3.1.2 [bookmark: _Toc198544940][bookmark: _Toc200494669][bookmark: _Toc200565587][bookmark: _Toc200570454][bookmark: _Toc210346203][bookmark: _Toc210346336][bookmark: _Toc210927423][bookmark: _Toc210927611][bookmark: _Toc210971179][bookmark: _Toc211338357][bookmark: _Toc211338451]Variabel Independen (X)
3.1.2.1 Self-Assessment System
Self-assessment system adalah sistem perpajakan yang digunakan di indonesia yang mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam kegiatan perpajakannya (Sundari, 2019). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam mengukur Self-assessment system, terdapat empat (4) indikator yang diadopsi dari Valentina & Sandra (2019) dan Dewi & Febriansyah (2023) dan disesuaikan dengan penelitian yaitu:
1. Pendaftaran dilakukan secara mandiri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kewajiban pajak dihitung secara mandiri.
3. Pembayaran pajak dilaksanakan secara pribadi tanpa perantara.
4. Pelaporan pajak dilakukan secara mandiri.
3.1.2.2 Sanksi Pajak
Sanksi Pajak adalah alat pencegah agar norma perpajakan tidak dilakukan (Purnayasa, 2022). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mengukur sanksi pajak, terdapat tiga (3) indikator yang diadopsi dari Mirayani & Rengganis (2023) dan Darmawati et al. (2024) dan disesuaikan dengan penelitian yaitu:
1. Sanksi pidana akan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat.
2. Sanksi administratif diterapkan dengan besaran tertentu yang memberatkan.
3.1.2.3 Keadilan Pajak
Keadilan Pajak adalah perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak (Purnayasa, 2022). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak merupakan kondisi yang mencerminkan bahwa wajib pajak merasa diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya serta merasakan manfaat dari membayar pajak. Dalam mengukur keadilan pajak, terdapat tiga (3) indikator yang diadopsi dari Valentina & Sandra (2019) dan Purnayasa (2022) dan disesuaikan dengan penelitian yaitu:
1. Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.
3. Pemanfaatan pajak secara adil untuk kesejahteraan masyarakat.
[bookmark: _Toc210345694][bookmark: _Toc210922423][bookmark: _Toc210922475][bookmark: _Toc210970960][bookmark: _Toc210971061][bookmark: _Toc211448940]Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Indikator Pengukur Variabel
	Variabel
	Definisi Operasional Variabel
	Indikator
	Sumber

	Penggelapan Pajak
	Penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak dalam melakukan kecurangan berupa menghilangkan atau mengurangi beban pajak terutangnya secara tidak legal atau melanggar undang-undang.
	1. Tidak melaporkan harta secara benar dan lengkap.
2. Upaya penyuapan kepada petugas pajak untuk mengurangi beban pajak.
	(Dewi & Febriansyah, 2023)
	Self-assessment system
	Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri.
	1. Pendaftaran dilakukan secara mandiri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kewajiban pajak dihitung secara mandiri.
	(Dewi & Febriansyah, 2023)

Disambung ke halaman berikutnya

[bookmark: _Toc211448941]Tabel 3. 2 Sambungan
	Variabel
	Definisi Operasional Variabel
	Indikator
	Sumber

	
	
	3. Pembayaran pajak dilaksanakan secara pribadi tanpa perantara.
4. Pendaftaran dilakukan secara mandiri di Kantor Pelayanan Pajak.
	

	Sanksi Pajak
	Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	1. Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat.
2. Sanksi administratif diterapkan dengan besaran tertentu yang memberatkan.
	(Mirayani & Rengganis, 2023)
	Keadilan Pajak
	Keadilan pajak merupakan kondisi yang mencerminkan bahwa wajib pajak merasa diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya.

	1. Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.
3. Pemanfaatan pajak secara adil untuk kesejahteraan masyarakat.
	(Yulia & Muanifah, 2021)

Sumber: Data Olahan, 2025

3.2 [bookmark: _Toc210346204][bookmark: _Toc210346337][bookmark: _Toc210927424][bookmark: _Toc210927612][bookmark: _Toc210971180][bookmark: _Toc211338358][bookmark: _Toc211338452]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _Toc210346205][bookmark: _Toc210346338][bookmark: _Toc210927425][bookmark: _Toc210927613][bookmark: _Toc210971181][bookmark: _Toc211338359][bookmark: _Toc211338453]Populasi
Populasi merujuk pada keseluruhan subjek atau objek yang memiliki ciri tertentu dan dijadikan acuan dalam penelitian untuk memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur.
3.2.2 [bookmark: _Toc210346206][bookmark: _Toc210346339][bookmark: _Toc210927426][bookmark: _Toc210927614][bookmark: _Toc210971182][bookmark: _Toc211338360][bookmark: _Toc211338454]Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang digunakan sebagai objek penelitian (Sugiyono, 2023). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur dan bersedia menjadi responden dapat dijadikan sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur, sehingga perhitungan sampel digunakan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:




Keterangan:
n = ukuran sampel yang diperlukan
N = Total populasi
e = Tingkat kesalahan (Margin of error)
Berdasarkan data dari KPP Pratama Balikpapan Timur tahun 2024, diperoleh jumlah wajib pajak orang pribadi adalah sebanyaak 61.669 wajib pajak. Karena populasi lebih dari 1.000 maka margin of error yang digunakan adalah 10%, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 





Jadi, sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan.
3.3 [bookmark: _Toc198544944][bookmark: _Toc200494673][bookmark: _Toc200565592][bookmark: _Toc200570459][bookmark: _Toc210346207][bookmark: _Toc210346340][bookmark: _Toc210927427][bookmark: _Toc210927615][bookmark: _Toc210971183][bookmark: _Toc211338361][bookmark: _Toc211338455]Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui survei dengan penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Balikpapan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala likert merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, maupun persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian, fenomena sosial tersebut telah ditentukan secara jelas oleh peneliti dan diposisikan sebagai variabel penelitian. Variabel tersebut kemudian dirinci ke dalam sejumlah indikator, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan butir-butir pernyataan atau pertanyaan pada instrumen penelitian  (Sugiyono, 2023). Pada penelitian ini, digunakan 10 poin rating skala likert sebaagai alat ukur untuk mengetahui tingkat persetujuan terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner.
[bookmark: _Toc210345695][bookmark: _Toc210922424][bookmark: _Toc210922476][bookmark: _Toc210970961][bookmark: _Toc210971062][bookmark: _Toc211448942]Tabel 3. 3 Skala Likert
	Nilai Skor/Poin
	Keterangan
	Kode

	1
	Sangat Tidak Setuju
	STS

	2
	Tidak Setuju Sekali
	TSS

	3
	Tidak Setuju
	TS

	4
	Agak Tidak Setuju
	ATS

	5
	Netral
	N

	6
	Agak Setuju
	AS

	7
	Setuju
	S

	8
	Hampir Sangat Setuju
	HSS

	9
	Sangat Setuju
	SS

	10
	Sangat Sangat Setuju
	SSS


3.4 [bookmark: _Toc210927428][bookmark: _Toc210927616][bookmark: _Toc210971184][bookmark: _Toc211338362][bookmark: _Toc211338456]Pilot Test
Peneliti melakukan uji coba awal (pilot test) untuk memastikan seluruh pernyataan dan pertanyaaan dalam kuesioner telah mencakup aspek yang diukur serta dapat dipahami dengan jelas oleh responden. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menilai kejelasan dan kesesuian instrumen sebelum digunakan dalam penelitian utama. Uji coba dilakukan terhadap 30 responden yang tidak termasuk dalam responden utama penelitian.
3.4.1 [bookmark: _Toc210927429][bookmark: _Toc210927617][bookmark: _Toc210971185][bookmark: _Toc211338363][bookmark: _Toc211338457]Uji Validitas
Validitas adalah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan korelasi atau hubungan antara konstruk dan variabel laten. Dalam evaluasi jenis validitas ini dapat dinilai berdasarkan outer loading, yaitu korelasi atau hubungan antar setiap item pengukuran dengan konstraknya. Jenis validitas ini berprinsip bahwa pengukur suatu konstruk harus memiliki nilai yang tinggi, adapun nilai suatu korelasi dikatakan memenuhi syarat validitas konvergen jika memperoleh nilai outer loading > 0,70. Berikut adalah hasil uji validitas pilot test pada nilai outer loading dari tiap-tiap indikator pada variabel penelitian:
[bookmark: _Toc210922425][bookmark: _Toc210922477][bookmark: _Toc210970962][bookmark: _Toc210971063][bookmark: _Toc211448943]Tabel 3. 4 Uji Validitas Pilot Test
	Variabel
	Indikator
	Outer Loadings
	Keterangan

	Penggelapan Pajak (Y)
	Y1
	0.868
	Valid

	
	Y2
	0.826
	Valid

	
	Y3
	0.883
	Valid

	
	Y4
	0.768
	Valid

	
	Y5
	0.866
	Valid

	
	Y6
	0.858
	Valid

	
	Y7
	0.830
	Valid

	Self-Assessment System (X1)
	X1.1
	0.775
	Valid

	
	X1.2
	0.814
	Valid

	
	X1.3
	0.877
	Valid

	
	X1.4
	0.855
	Valid

	
	X1.5
	0.789
	Valid

	
	X1.6
	0.907
	Valid

	
	X1.7
	0.919
	Valid

	
	X1.8
	0.885
	Valid

	
	X1.9
	0.930
	Valid

	
	X1.10
	0.932
	Valid

	
	X1.11
	0.913
	Valid

	
	X1.12
	0.928
	Valid

	Sanksi Pajak (X2)
	X2.1
	0.884
	Valid

	
	X2.2
	0.879
	Valid

	
	X2.3
	0.920
	Valid

	
	X2.4
	0.901
	Valid

	
	X2.5
	0.868
	Valid

	
	X2.6
	0.881
	Valid

	Keadilan Pajak (X3)
	X3.1
	0.793
	Valid

	
	X3.2
	0.865
	Valid

	
	X3.3
	0.830
	Valid

	
	X3.4
	0.955
	Valid

	
	X3.5
	0.900
	Valid

	
	X3.6
	0.881
	Valid

	
	X3.7
	0.739
	Valid

	
	X3.8
	0.811
	Valid

	
	X3.9
	0.821
	Valid


Sumber: Data Olahan SmartPLS (2025)
Berdasarkan Tabel 3.3, dapat dilihat hasil uji validitas pilot test rata-rata telah memenuhi kriteria dengan loading factor > 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan pada penelitian ini telah valid. 
3.4.2 [bookmark: _Toc210927430][bookmark: _Toc210927618][bookmark: _Toc210971186][bookmark: _Toc211338364][bookmark: _Toc211338458]Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas pada pilot test dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 4.0 dan dilakukan untuk melihat reliabel atau tidaknya pertanyaan dalam kuesioner yang telah disajikan. Uji reliabilitas dalam pilot test ini dengan melihat jika nilai Cronbach’s alpha > 0,7, maka kuesioner penelitian dinyatakan reliabel dan jika Cronbach’s alpha < 0,7, maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas pilot test:
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	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Composite Reliability (rho_a)
	Composite Reliability (rho_c)
	N of Item
	Keterangan

	Penggelapan Pajak
	0.940
	0.991
	0.945
	7
	Valid

	Self-Assessment System
	0.973
	0.987
	0.976
	12
	Valid

	Sanksi Pajak
	0.948
	0.969
	0.958
	6
	Valid

	Keadilan Pajak
	0.950
	0.964
	0.958
	9
	Valid


Sumber: Data Olahan SmartPLS (2025)
Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s alpha untuk semua variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah di atas 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan telah memenuhi syarat. Sehingga reliabilitas kuesioner ini cukup reliabel sebagai instrumen penelitian.
3.5 [bookmark: _Toc198544945][bookmark: _Toc200494674][bookmark: _Toc200565593][bookmark: _Toc200570460][bookmark: _Toc210346208][bookmark: _Toc210346341][bookmark: _Toc210927431][bookmark: _Toc210927619][bookmark: _Toc210971187][bookmark: _Toc211338365][bookmark: _Toc211338459]Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian.
3.5.1 [bookmark: _Toc198544946][bookmark: _Toc200494675][bookmark: _Toc200565594][bookmark: _Toc200570461][bookmark: _Toc210346209][bookmark: _Toc210346342][bookmark: _Toc210927432][bookmark: _Toc210927620][bookmark: _Toc210971188][bookmark: _Toc211338366][bookmark: _Toc211338460]Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menyajikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi terhadap populasi secara luas (Sugiyono, 2023).
3.5.2 [bookmark: _Toc210346210][bookmark: _Toc210346343][bookmark: _Toc210927433][bookmark: _Toc210927621][bookmark: _Toc210971189][bookmark: _Toc211338367][bookmark: _Toc211338461]Structural Equation Modeling (SEM)
Structural equation modelling (SEM) adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hubungan antar variabel dan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis data yang kompleks. SEM adalah teknik analisis data multivariat yang menggabungkan elemen-elemen analisis faktor, pemodelan struktural, dan analisis regresi. Ada 3 macam hal yang dapat dilakukan SEM yaitu uji validitas dsan reliabilitas instrumen (analisis faktor konfimation), pengujian model hubungan antar variabel (analisis jalur), serta memberikan model untuk prediksi pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel (analisis regresi) (Ghozali & Kusumadewi, 2023).
3.5.3 [bookmark: _Toc210346211][bookmark: _Toc210346344][bookmark: _Toc210927434][bookmark: _Toc210927622][bookmark: _Toc210971190][bookmark: _Toc211338368][bookmark: _Toc211338462]Partial Least Square (PLS)
Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis data yang termasuk dalam Structual Equation Modeling (SEM) (Ghozali & Kusumadewi, 2023). PLS adalah pendekatan yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian yang menguji model atau teori menjadi berbasis varian yang lebih bersifat predictive model . Analisis PLS terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran atau measurement model (outer model) yang menunjukkan bagaimana indikator merepresentasikan variabel laten untuk diukur dan model 40 struktural atau struktural modal (inner model) menunjukkan kekuatan estimasi antar konsep yang diukur.
3.5.4 [bookmark: _Toc210346212][bookmark: _Toc210346345][bookmark: _Toc210927435][bookmark: _Toc210927623][bookmark: _Toc210971191][bookmark: _Toc211338369][bookmark: _Toc211338463]Model Pengukuran (Outer Model)
3.5.4.1 Uji Validitas
Uji validitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur suatu instrumen kuesioner dalam penelitian valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika mempunyai loading factor > 0,7 terhadap konstruk yang dituju (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Pengukuran ini dilakukan melalui convergent validity dan discriminant validity.
A. Convergent Validity
Convergent validity merupakan nilai loading factor pada variabel laten beserta indikator-indikatornya. Convergent validity dinilai berdasarkan hubungan antara item score atau compound score dengan construct score yang dihitung dengan menggunakan PLS. Convergent validity dapat diukur dengan Average Variance Extracted (AVE). Jika  maka dinyatakan valid. Discriminant validity digunakan untuk menguji sejauh mana konstruk laten berbeda dari konstruk lainnya. Pengukuran  discriminant  validity  perlu  mempertimbangkan  cross  loading  dan fornell-larcker criterion. Pada fornell-larcker criterion, discriminant validity dianggap terpenuhi jika akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada korelasi dengan  konstruk lain.  Sementara itu,  cross  loading  melihat  apabila nilai  loading masing-masing indikator terhadap konstruknya lebih besar dari pada nilai cross loadingnya.   Nilai diskriminan yang baik adalah nilai dasar AVE yang harus lebih besar (disarankan > 0,5) daripada korelasi antara konstruk.
B. Discriminant Validity 
Discriminant validity digunakan untuk menguji sejauh mana konstruk laten berbeda dari konstruk lainnya. Pengukuran dizcriminant validity perlu  mempertimbangkan  cross  loading  dan fornell-larcker criterion. Pada fornell-larcker criterion, discriminant validity dianggap terpenuhi jika akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi dengan konstruk lain.  Sementara itu,  cross  loading  melihat  ketika nilai  loading masing-masing indikator terhadap konstruknya lebih besar dari pada nilai cross loadingnya.   Nilai diskriminan yang baik adalah nilai dasar AVE harus lebih besar (disarankan > 0,5) daripada korelasi antara konstruk.
3.3.4.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabiltas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu instrumen dalam menghasilkan data. Indikator dikatakan reliabel jika nilai dari composite reliability lebih dari 0,7 dan nilai cronbach’s alpha diatas 0,7.
3.6 [bookmark: _Toc210971192][bookmark: _Toc211338370][bookmark: _Toc211338464]Model Struktural (Inner Model)
Inner model atau model struktural merupakan model yang menjelaskan dan menjabarkan hubungan antar variabel. Model struktural (inner model) dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen dan nilai path coefficient untuk variabel independen, kemudian signifikansinya dinilai berdasarkan nilai t statistik dalam setiap path.
A. R-square 
R-square merupakan cara yang digunakan untuk menilai variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen (Suntara et al., 2023). Umumnya nilai R-square dibagi menjadi tiga. Nilai R-square sebesar 0,67 merupakan nilai kuat, nilai R-square sebesar 0,33 merupakan nilai moderat, dan nilai R-square sebesar 0,19 merupakan nilai lemah.  
B. F-Square
Uji F-Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai F-Square sebesar 0,02 (lemah), 0,15 (moderat), dan 0,35 (kuat) (Sihombing et al., 2022).
C. Path Analysis
Analisis jalur (Path Analysis) merupakan pengembangan dari regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel (Setiabudhi et al., 2025).
3.7 [bookmark: _Toc210971193][bookmark: _Toc211338371][bookmark: _Toc211338465]Uji Hipotesis
[bookmark: _Toc198544953][bookmark: _Toc200494682][bookmark: _Toc200565601][bookmark: _Toc200570468][bookmark: _Toc210346215][bookmark: _Toc210346348][bookmark: _Toc210927438][bookmark: _Toc210927626]Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (self-assessment system, sanksi pajak, dan keadilan pajak) terhadap variabel dependen (penggelapan pajak) dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dengan melihat nilai signifikansi dan arah koefisien. Hipotesis dikatakan diterima jika nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien berarah negatif. Sebaliknya, hipotesis dikatakan ditolak apabila nilai signifikansi > 0,05 atau koefisien berarah positif.
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Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden
Di Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan tugas akhir studi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya bermaksud melakukan penelitian dalam bidang perpajakan.
Adapun judul penelitian yang saya lakukan adalah:
“Pengaruh Self-Assesment System, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Oleh Wajib Pajak Di KPP Pratama Balikpapan Timur”
Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner yang saya lampirkan. Data dan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan hanya untuk keperluan penelitian ini.
Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Peneliti



Amelia Zein Amanda Alif
2201036104

IDENTITAS RESPONDEN

Nama					:                                                  (Boleh inisial)
Jenis Kelamin				:
☐ Pria		☐ Wanita
Usia					:
☐ 25-35 Tahun	☐ 36-45 Tahun
☐ 46-55 Tahun	☐ >55 Tahun
Pendidikan Terakhir			:
☐ Sarjana (S1)	☐ Magister (S2)
☐ Doktor (S3)	☐ Profesi
☐ Lainnya...................................................
Memiliki NPWP			: 
☐ Iya		☐ Tidak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 	:
☐ Balikpapan Timur	☐ Balikpapan Barat
Jenis Pekerjaan				:
☐ Penilai		☐ Aktuaris
☐ Pengacara		☐ Konsultan
☐ Notaris		☐ Model
☐ Akuntan		☐ Apoteker
☐ Arsitek		☐ Dokter
☐ Lainnya...................................................


LEMBAR KUISIONER
Petunjuk Pengisian:
1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda centang () pada pilihan jawaban yang ada.
2. Mohon mengisi pernyataan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Keterangan:
1   = Sangat Tidak Setuju (STS)
2   = Tidak Setuju Sekali (TSS)
3   = Tidak Setuju (TS)
4   = Agak Tidak Setuju (ATS)
5   = Netral (N)
6   = Agak Setuju (AS)
7   = Setuju (S)
8   = Hampir Sangat Setuju (HSS)
9   = Sangat Setuju (SS)
10 = Sangat Sangat Setuju (SSS)

A. Penggelapan Pajak

	No.
	Pernyataan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TSS
((2)
	TS
(3)
	ATS
(4)
	N
(5)
	AS
(6)
	S
(7)
	HSS
(8)
	SS
(9)
	SSS
(10)

	Tidak melaporkan harta secara benar dan lengkap.

	1.
	Wajib pajak terkadang hanya melaporkan sebagian harta atau penghasilan yang dimiliki.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak menyembunyikan sebagian aset agar pajak yang dibayar lebih ringan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak terkadang menunda penyampaian SPT atau tidak menyampaikannya secara lengkap.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Wajib Pajak tidak menyembunyikan sebagian aset agar pajak yang dibayar lebih ringan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Upaya penyuapan kepada petugas pajak untuk mengurangi beban pajak.

	1.
	Wajib Pajak menawarkan hadiah atau imbalan kepada petugas pajak agar pajaknya lebih ringan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak menilai bahwa suap dapat menjadi jalan cepat menyelesaikan urusan pajak.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak merasa perlu memberikan sesuatu demi memperoleh hasil pemeriksaan pajak yang lebih menguntungkan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



B. Self-Assessment System

	No.
	Pernyataan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TSS
((2)
	TS
(3)
	ATS
(4)
	N
(5)
	AS
(6)
	S
(7)
	HSS
(8)
	SS
(9)
	SSS
(10)

	Pendaftaran dilakukan secara mandiri di Kantor Pelayanan Pajak.

	1.
	Wajib Pajak mendaftarkan diri secara mandiri untuk memperoleh NPWP.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak merasa mudah melakukan proses pendaftaran NPWP sendiri.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak memahami bahwa pendaftaran NPWP merupakan tanggung jawab pribadi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kewajiban pajak dihitung secara mandiri.

	1.
	Wajib Pajak menghitung besarnya pajak terutang secara mandiri.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak memahami tata cara perhitungan pajak sesuai ketentuan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak bertanggung jawab penuh atas hasil perhitungan pajaknya.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pembayaran pajak dilaksanakan secara pribadi tanpa perantara.

	1.
	Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sendiri tanpa perantara.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak memahami tata cara pembayaran pajak secara mandiri.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak menyadari bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban pribadi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pelaporan pajak dilakukan secara mandiri.

	1.
	Wajib Pajak melaporkan SPT secara mandiri kepada otoritas pajak.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak tahu prosedur pelaporan pajak yang berlaku.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak memahami kewajiban pelaporan pajak sebagai tanggung jawab pribadi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



C. Sanksi Pajak

	No.
	Pernyataan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TSS
((2)
	TS
(3)
	ATS
(4)
	N
(5)
	AS
(6)
	S
(7)
	HSS
(8)
	SS
(9)
	SSS
(10)

	Sanksi pidana akan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat.

	1.
	Wajib Pajak mengetahui bahwa pelanggaran pajak berat dapat dikenakan sanksi pidana.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak merasa takut melakukan pelanggaran pajak karena ada ancaman pidana.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak menilai sanksi pidana penting untuk menekan tindakan penggelapan pajak.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sanksi administratif diterapkan dengan besaran tertentu yang memberatkan

	1.
	Wajib Pajak memahami bahwa keterlambatan pelaporan atau pembayaran dikenai sanksi administratif.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak menilai besarnya sanksi administratif cukup berat untuk menimbulkan efek jera.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak berusaha menghindari pelanggaran karena takut terkena sanksi administratif.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



D. Keadilan Pajak

	No.
	Pernyataan
	Skala Likert

	
	
	STS
(1)
	TSS
((2)
	TS
(3)
	ATS
(4)
	N
(5)
	AS
(6)
	S
(7)
	HSS
(8)
	SS
(9)
	SSS
(10)

	Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak.

	1.
	Wajib Pajak yang berpenghasilan sama seharusnya membayar pajak dalam jumlah yang sama.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak menilai sistem pajak saat ini memperlakukan semua wajib pajak secara adil.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak merasa adil ketika beban pajaknya sebanding dengan wajib pajak lain yang memiliki penghasilan sama.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.

	1.
	Wajib Pajak berpendapat bahwa mereka yang berpenghasilan lebih tinggi wajar membayar pajak lebih besar.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak menilai beban pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak saat ini adil karena menyesuaikan jumlah pajak dengan kemampuan membayar.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pemanfaatan pajak secara adil untuk kesejahteraan masyarakat.

	1.
	Wajib Pajak menilai bahwa uang dari pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib Pajak menilai pemanfaatan pajak seharusnya dilakukan untuk pendidikan secara adil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib Pajak menilai pemanfaatan pajak seharusnya digunakan untuk kesehatan masyarakat berupa pengobatan gratis secara berkeadilan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Lampiran 2. Hasil Evaluasi Outer Model
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Lampiran 3. Tabulasi Data Uji Pilot Test
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Lampiran 4. Hasil SmartPLS Uji Validitas dan Uji Reliabilitas pada Pilot Test
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
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